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KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Nomor : 05/PTSP-BPPM /IOSS /2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SD IT UNGGULAN INDONESIA
DESA TUGU MULYO KECAMATAN LEMPUING
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPALA EADAN PERIZINAN DAN PENANANMAN MODAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kelancaran operasional
Sekolah Dasar Islam Terpadu Unggulan Indonesia Desa Tugu Mulyo Kecamatan

Lempuing Kabdajgl,.dapandan.g “perfu-r menecb_ltkan Izin Operasional;
b. bahwa Pendirian~S olah Dasar Islam

Mulyo matan\ L /Kab[ 0Kl endapatkan Rekomendasi dari
(j(epaia Dinas, \Pe ika i “Kabuﬁa)lten’:e Qga J'(opakrmg° llir ~ Nomor :
/06 2 IK{ZD#&‘tentaﬂg'pem n Izi pa[glonakSgkolah Dasar Islam

d n ulah Indonesia dan sudah dtla kenb nﬁkam
o !ndonesna Desa Tugu

c. irian Sekolah, Das “slam Terpadu

ecamatan Lem in )(aj: PStelah me ! syarat sebagian diatur
Keputusan Menteri~Pen idikan} Nasional No 1 060/V/2002 tentang

an Pendidikap-Sékolah: I
d berdasarkan{ peffimbangan séb‘aﬁgimana dimak | pada huruf a, b, dan ¢
perlu menetapke us%n,. pala Badan q:%zinan dan Penanaman
litentang Izin Op -'"L ﬁalq& hiDasar Islam Terpadu Unggulan Indonesia

a Tugu Mulyo S 3 . mpuing‘dgbupaten Qgan Komering llir; '

Mengingat Z : dang-Un .g;'s_:;'- omor 28.:Tahun 193 ntang Pe ntukan Daerah Tingkat

Lembaran Negara Rl Tahun 1959
omor 1821) ;
tentang Sistem Pendidikan

2. Undang- ':"of" g Nomér 20 BTahun
i ' hun 2(}0? Nomor 78, Tambahan

N :/’

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahu 4 tentan jPemenntahan Daerah
mbaran 3;— Republik In ahun 20 ? Nomor 244, Tambaan

& baran Ne‘g raRepublik lndoﬁ omor 5587)/ sebagaimana telah diubah

d gan Undang—Un ng 2 Tahun 2015 téentang penetapan Peraturan
Peme enggathdang-Undan lo} 2 Tahun 2014 tentang
Peru R%an\ | dang-Undang No n 2014 tentang Pemerintahan
Daerah jadi- J,:Q egara Republik Indonesia Tahun

2015 Nom 'mbah emba egara Republik Indonesia Nomor

4. Undang-Undang Nomor aliin 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
(Lembaran Negara RI Tahuh 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4965),

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737),

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan (
Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran negara Rl
Nomor 4864);




=G

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor2 Tahun 2010 tentang Rencana
Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 - 2014;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman
Pendirian Sekolah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering llir Nomor. 05 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah
dalam Kabupaten Ogan Komering llir, ;

12. Peraturan Bupati Ogan Komering llir Nomor 05 Tahun 2008 tentang
Pelimpahan Sebagian Wewenang dibidang perizinan dan penanaman Modal
Kabupaten Ogan Komering llir,

13. Keputusan Bupati Ogan Komering llir Nomor 15 Tahun 2008 tentang uraian
tugas pokok dan fungsi Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten
Ogan Komering llir.

Menetapkan ; MEMUTUSKAN:

PERTAMA - Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Unggulan Indonesia
Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering llir.

KEDUA : Pemberian lIzin Operasional sebagian dimaksud pada diktum PERTAMA dengan
ketentuan :

1. Penyelenggara sekolah wajib menyediakan sumber pembiayaan yang dapat
menjamin kesinambungan dan kelancaran disekolah sekurang-kurangnya
selama 5 (lima) tahun;

2. Penyelenggara sekolah wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan
sesuai dengan standar pelayanan minimal;

3. Yayasan atau badan penyelenggara sekolah dilarang memiliki jabatan
pengelola organisasi sekolah;

4. Apabila terjadi pengintegrasian sekolah, perubahan bentuk atau alih fungsi
sekolah penyelenggara wajib mengajukan izjn kepada Badan Perizinan dan
Penanaman Modal setelah mendapat rekomendasi dari kepala Dinas
Pendidikan;

5. Penyelenggara sekolah wajib melaporkan perkembangan kegiatan
genyelenggaraan sekolah setiap semester kepada Bupati melalui Kepala Dinas

endidikan.

KETIGA : Apabila sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi / alamat diwajibkan melapor
ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering llir sekurang — kurangnya enam
bulan sebelum dilaksakan pemindahannya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
... padatanggal, 20 April 2015
e ¥Au . Kepala Badan Perizinan dan
TGS :-E'.enTaman Modal,
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Tembusan Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ilir

2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering llir




